
1. Pasa1 18 avat (6) Undana-Undang Dasar egara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nornor 69 Tahun 19;=:i tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah 
Dacrah-daerah Tingkat I Bah, Nusa Tengoara Barat 
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indoriesja Tahun 1958 Nornor 122, Tambahan 
Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor 1655); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
fndoncsia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan 
Lcmbanm Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5587), 
schag;umarn1 telah diubah be b rapa kali tcrakhir 
deng;in l 'ndang- Unda•1g Nomor Q Tahun _()IS ten tang 
Pcrubnhan Kedtra ta~ Undang-Undang Nornor 23 
Tahun .10 l 4 tent.mg Pcrnennrah,rn Daerah (Lcmbaran 
Nf•garn Rf"puhlik Jndrmesia Tuht.m 20 IS Nornor , 8. 
Tamhah,rn lfmbanin Negara Repubhk lndone1'1a 
Nornor S67l)I; J,J 

Perusa haan Daerah andelwood, 

a. bahws rilah saru upava dalam .angka mend irong an 
mcmpc'J('t'l).lt pembangunan daerah bide ,.., 
pt r koi n, nan r1dc1lah k'ngr1 m .ngernban ,,. 
rnr mh rd l akan Pr-r J, ahaan Daerah seba YaJ salah 

• satu surnb r pendapatan bagi daerah; 
b. bahwa sesuai kctentuan Pasal 331 ayat (2) Undang 

Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pcmenntahan 
Daerah . ebagaimana telah diubah b berapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang omor 
23 Tahi..:.n 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
Pendirian Perusahaan Daerah ditetapkan dengan 
Pe>raturan Daerah, 

c. bahwa hf'rd,rnarkan pcrt1mhangan sehagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan hur uf b. perlu 
membentuk Peraturan Daerah tentang Pendman 

BUPATJ SUMBA TIMUR. 

TENT ANG 
PENDJRIAN PERUSAHAAN DAERAH ANDELWOOD 

DEN :rAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
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PR VIN J NU A TEN :rGARA TIMUR 
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NOM R IOTAHUN 2017 

Mcngmgat 

le nimbann 
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Pa8lal 3 
( 1) Perusahaan Daerah ini bernama Perusahaan Daerah Sandelwood. 
(2) Perusahaan Daerah berkedudukan di Kota Waingapu dan dapat 

mendirikan unit-unit usaha dan/ atau fabang usa.ha didalam maupun 
diluar wilayah Kabupaten Sumba Timur ii 

BABm 
KAMA DAii KEDUDUKAN 

Pasa12 
( 1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah yang 

berbadan hukum. 
(2) Perusahaan Daerah yang didirikan berstatus sebagai Badan Usaha Milik 

Daerah. 

• 

BABII 
PENDIRIAN DAN STATUS 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur. 
3. Bupati adalah Bupati Sumba Timur. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Timur. 
5. Perusahaan Daerah Sandelwood yang selanjutnya disingkat PD. 

Sandelwood adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten 
Sumba Timur. 

6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Sandelwood. 
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah 

Sandelwood. 
8. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Sandelwood. 
9. Pihak Ketiga adalah pihak lain yang ditunjuk secara hukum untuk 

melakukan kegiatan yang disepakati. 
10. Tahun Takwim adalah tahun yang dimulai 1 Januari sampai dengan 31 

Desember tahun berjalan. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN 
DAERAH SANDELWOOD. 

MEIIUTUSKAN : 

BUPATI SUMBA TIMUR 

dan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUMBA TIMUR 

Dengan Peraebtjun Beraama 

;' . 



Pasal 6 
Perusahaan Daerah memiliki tugas pokok : 
a. melaksanakan pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip 

tata kelola perusahaan yang baik; 
b. mendukung kebijakan umum Pemerintah Daerah dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam penyediaan 
barang dan jasa, sebagai mitra pengelola, peningkatan sarana prasarana 
dan pembukaan lapangan kerja; 

c. mengoptimalkan pengendalian, pengelolaan dan pengembangan potensi 
sumber daya daerah untuk sebesar-besamya bagi kesejahteraan 
masyaraka t Sumba Timur; 

d. membangun jaringan kerja sama baik di tingkat daerah, nasional 
maupun interqasional dalam pengembangan kegiatan usaha yang 
dikelola oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan; 

e. menjalin kerja sama kemitraan dengan UM.KM dan koterasi yang dimiliki 
oleh masyarakat dalam bidang usaha yang sesuai; dan 

BABV 
TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Pasal 5 
( 1) Perusahaan Daerah bergerak dalam bidang usaha : 

a. mitra pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); 
b "mitra pengelolaan energi baru terbarukan; 
c. agribisnis; 
d. pengadaan barang dan jasa; dan 
e. sektor jasa lainnya. 

(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 
sendiri dan / a tau bekerja sama dengan pihak ketiga. 

(3) Dalam mengembangkan bidang usaha, Perusahaan Daerah dengan 
persetujuan Bupati dapat : 
a. membentuk unit-unit usaha dalam lingkungan usahanya; 
b. bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, 

Badan Usaha Milik Negara, BUMD lain, Usaha Koperasi, Usaha 
Swasla Nasional atau Usaha Swasta Asing yang tunduk pada Hukum 
Indonesia. 

(2) 

Pasal 4 
Perusahaan Daerah didirikan dengan maksud untuk mcmberikan wadah 
usaha 8 icnra lebih tcr incana dan l rorgunisir dalarn rangka mernperccpat 
pcmbangunan Daerah. 
Tujuan didinkan Perusahaan Dacrah adalah untuk: 
a turut s rta mclaksanakan pembangunan daerah Kabupaten Sumba 

Timur pada khususnva dan pembangunan nasional pada umumnya: 
b. menyelenggarakan Jkemanfaatan umum dalam bentuk mitra 

pengelolaan, penyediaan barang dan jasa, peningkatan sarana 
prasarana, penyediaan lapangan kerja baru dan memperluas 
kesempatan berusaha serta meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan 

c. menghasilkan laba dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD). 

( 1) 

BABIV 
MAKSUD, TUJUAN DAN BIDANG USAHA 

"' .) 



Pasal 8 
(1) Modal dasar Perusahaan Daerah dimiliki seluruhnya oleh Pemerintah 

Daerah yang berasal dari APBD atau perolehan lainnya yang sah dan 
merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

(2) Modal Perusahaan Daerah dapal ditambah dari : 
a. penyisihan sebagai cadangan umum; 
b. penyerlaan modal Pemerintah Daerah; dan 
c. pinjaman modal atau hibah dari pihak lain. 

(3) Modal dasar Perusahaan Daerah sebagai Penyerlaan Modal Pemerintah 
Oaerah. 

(4) Modal dasar Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat berupa uang dan barang. 

(5) Modal dasar Perusahaan Daerah bcrupa barang milik daerah sebesar Rp. 
294.804.750,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus 
Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) terdiri dari Tanah seluas 
7 .590 m2 dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 353 dengan nilai aset 
sebesar Rp. 267.879.750,00 (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan 
Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) dan 
1 unit Bangunan yang terletak di Jalan Adam Malik Nornor 22 Waingapu 
dengan nilai aset Rp. 26.925.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Sernbilan 
Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah}. 

(6) Pcrubahan komposisi modal Pernerintah Daerah pada Perusahaan 
Daerah, baik penambahan, pengurangan maupun pemindahan, diatur 
dengan Pcraturan Daerah. 

(7) Penambahan modal dapat dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf b apabila ada 
permohonan dari Perusahaan Daerah yang disertai dengan proposal 
investasi dan telah mendapat persetujuan Dewan Pengawas. 

(8) Modal berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai 
berdasarkan nilai wajar pada tahun penetapan. 

(9) Semua alat likuid disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah dan/atau 
Bank Pemerintah lainnyat 

BABVI 
MODAL 

Paaal 7 
Pc:rusnhaan Dn irah m mpun at fungsi : b k 1 l k pada masyarakat 
a. men'( kng arakan pelayanan urnum ya_ng er su~~ :~ mitra pengelola, 

melului p my diaan barang dan jasa, g keria scsuai tujuan 
p ningkatan sarana/prasarana, pembukaan lapangan J 
dan k giatan usaha P rusahaan; . katkan Pendapatan Asli 

b. mcmp rolch kcuntungan d~Jam rangka menmg 
Dacrah (PAD); dan . . Daerah (OPD) terkait 
berkoordinasi rl.engan rgarusasi Perangkat ah t k it 
ehubungan dengan program-program pembangunan daer yang er ai 

dengan tujuan dan kegiatan usaha Perusahaan Daerah. 

menm~katkcln kontnbusi perusalraan icrhaoap pcnerimaan Pcndapatan 
Ash Du ·rah (PA\ ). 

r. 
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Pasal 12 
Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. memimpin, melakukan koordinasi dan mengendalikan semua kegiatan perµsahaan; 

b. rnenyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja 
Anggaran Tahunan kepada Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan; 

c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat 
persetujuan Bupati rnelalui Dewan Pengawas; 

d. membina pegawai; l 
c. mengurus dan mengelola kekayaa,1 Perusahaan Daerah; 

Bagian Kedua 
Tugas dan Wewenang 

Pasal 11 
(1) Susunan Organisasi Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Dewan Direksi 

dengan persetujuan Bupati. 
(2) Tata Tertib dan Tata Cara Kerja Perusahaan Daerah ditetapkan oleh 

Direksi dengan persetujuan Bupati. 
(3) Direksi dalam menjalankan Perusahaan Daerah berdasarkan kebijakan 

urnum yang telah digariskan oleh Bupati. 
(4) Ataa penugasan Bupati, Organisasi Perangkat Daerah terkait melakukan 

pembinaan Perusahaan Daerah dalam rangka pengembangan usaha dan 
peningkatan pendapatan asli daerah. 

Pasal 10 
(1) Pengelolaan Perusahaan Daerah sebagai suatu Sadan Usaha 

dilaksanakan oleh Dewan Direksi. 
(2) Jumlah anggota Direksi paling tinggi 4 (empat) orang serta seorang 

diantaranya diangkat sebagai Direktur dan yang lainnya sebagai Kepala Bagian. 

(3) Dalam melaksanakan pengelolaan Perusahaan Daerah, Direktur dibantu 
oleh Kepala Bagian dan Kepala-kepala Bagian dibantu Kepala-kepala Seksi. 

(4) Dalam melaksanakan tanggung jawab fungsional perusahaan, Direktur 
bertanggungja~.ab kepada Bupati. 

(5) Dala;n melaksanakan tugasnya Kepala Bagian bertanggung jawab kepada 
Direktur dan Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian. 

Bagian Kesatu 
Pengelolaan 

BAB VIII 
PENGELOLAAN, TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI 

Pasal 9 
Organ Perusahaan Daerah Sanddwood ierdiri alas: 
a. Bupati selaku wakil daerah, scbagai pcmihk modal; b. Direksi; dan 
c. Dewan Pengawas. 

BAB VII 
ORGAN PERUSAHAAN DAERAH SANDELWOOD 
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Pasal 14 
(1) Direksi rnemerlukan persetujuan Bupati untuk melakukan hal-hal : 

a. rnengadakan perjanjian-perjanjian kerja sama usaha atas nama 
Perusahaan Daerah yang berlaku lebih dari 1 (satu) tahun; 

b. rnengadakan pinjaman dan pengeluaran obligasi; 
c. rnernindahtangankan atau menghipotekkan atau rnenggadaikan benda 

bergerak dan/ atau benda tak bergerak yang berstatus aset tetap milik 
Perusahaan Daerah dengan persetujuan DPRD; 

d. mengadakan investasi baru; 
e. penyertaan modal dalam Perusahaan lain; dan 
f. rnengadakan • tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya 

persetujuan atau pengesahan Bupati. 
(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati 

setelah rnendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas. 
(3) Dalarn hal Direksi tidak rnelaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana 

dirnaksud pada ayat (1), segala tindakan Direksi dianggap tidak mewakili 
Perusahaan Daerah dan menjadi tanggung jawab pribadi Direksi yang 
bersangkutan dan akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(4) Dalam rnelaksanakan ketentuan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 11 
huruf g, Direksi dapat rnenyerahkan tugas dan wewenang dimaksud 
kepada salah seorang Direksi atau kepada seorang dan beberapa orang 
pegawai Perusahaan Daerah Y:1fg khusus ditunjuk untuk itu, atau pejabat 
lain di luar Perusahaan Daerah\ 

Paaal 13 
Direk i dalam mengelola Perusahaan Daerah mernpunyai wewenang 

bagai berikut : 
a. mengangkat dan memberhentikan pegawai; 

..., pegawai dari b. mengangkat, mernberhentikan dan mem.indahtugaskan 
jahatan di bawah Direksi; 

c. menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi; 
d. rnenandatangani ikatan hukurn dengan pihak lain; 
e. rnernbeli, rnenjual atau dengan cara lain rnendapatkan atau rnelepaskan 

hak atas aset rnilik Perusahaan Daerah yang tertuang dalam rencana 
kerja dan anggaran tahunan yang telah mendapat persetujuan Bupati 
atas pertirnbangan Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

f. mengadakan kerja sarna dengan pihak lain dalam upaya pengernbangan 
Perusahaan Daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dengan terlebih dahulu mendapat 
persetujuan Bupati. 

f. m n l nggarakan admmi tra i umum dan keuangan; 
g. m wakili p .rusahaan baik di dalarn dan di luar pcngadilan ata 

m nunjuk kuasa hukum untuk m lakukan perbuatan hukum terten 
m wakili P .rusan an D erah apabila dipandang pcrlu; 

h. m n rampaik n laporan berkr la m ngcnai scluruh kegiatan crmasuk 
N ra d n P rhil\.mg· n Laba/Rugi k ·pada Dewan Pengawas dan 
Bupati: dan 

1. m numbuhk mbangkan jaringan bisnis yang luas. 



(7) 

(8) 

(9) 

( >} 

(51 

(4) 

Pasal 17 
Dircksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas. 
Calon Direksi wajib mengikuti fit and proper test [uji n 
kcpatutan] dilakukan oleh Tim Indcpenden yang diangkat ol h upati. 
Tim Indcpr-nd n s .bagairnana dirnaksud pada ayat (-). tt rdiri d Ii un ur 
Pcmcrintah Dacrah , Dewan Pengawas dan pclnku iuni: us ih . 
Calon Due ksr s sbagairnuna dimaksud pad t vr t t l) v·rng buk .. n 
dari swasta, maka yani1 bersnngkutnn harus mt lep: s t rlt bih d 
status kept!gawaiannyH. 
Mn a jabatan Dir k si ditetapknn sclarru '-l (t m1 it) tahun d n d p t 
diangkat kernbali unt uk I (snru] knli mas: j,tb 1tc111 l l rm k duduk n 
yang sarna. 
Pcngangkutan untuk rnru a jubntnn kt dun ~c b 1 , rim m 1 dim, ksud d • 
ayat (5) dilak uknrr, upnbilu Direksi terbukt i m: mpu m nin kntkan kincrj 
pcrusahann sctiap lahu11. 
Dircksi dilaran • mcinungku jabaiuu m11 .,k,1p baik Ii l\ rusah 1 n th 
rnaupun di pcrusahan» lnlnnyn. 
P~!ngangkc1tan auggota Din kt i scbngaimnnn dimuksud padu u •• t ( ) 
ditctapkan den zan K .put usan Bupati. 
8cbel~m Direksi mdnksarmkm1 iugasnya terlcbih tahulu, dilakukan 
pclanttknn dan peugambilan surnprrh/janji okh Bupati 

• 

(1) 
(2) 
(3) 

Bagian Kesatu 
Pengangkatan 

BAB IX 
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI 

Pasa.l 16 
{ii pabila Direktur berhalangan tetap dalarn m_ njalankan t~ a n 

apabila jabatan ter ebut t rluang dan penggantm a belur~ diangkat, 
Dir ktur dijabat oleh sa1ah satu diantara K pala Bagian 
penunjukan serncnrara Bupati, . 

(2) Apabila sernua anggota Oireksi berhalangan t tap clc lam m OJ . 
tugasnya atau jabatan Direksi terluang seluruhnya atau ~lum d1«-LA.•:--·· 
penggantinya, maka untuk sementara waktu tugas atau jabatan 
dilaksanakan oleh seorang pejabat yang ditunjuk Bupati. 

ntuan bagairnana dimak u 
t ntuan pera uran perund n -un 

(4 

. ) 

t ' 

I J 
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Pua119 
( 1) P nghasilan Direksi terdiri dari : 

a. gaji; dan 
b. tunjangan. 

(2) Selain penghasilan berupa gaji dan tunjangan eebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Direksi dapat diberikan jasa produksi dan/atau jasa pengabdian. 

(3) Anggota Direksi diberikan gaji pokok yang besarnya : 
a. Direktur mendapatkan paling tinggi 2,5 (dua koma lima) kali gaji 

pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai perusahaan; dan 
b. Kepala Bagian Mendapatkan paling tinggi 80 % (delapan puluh per 

seratus) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur. 
(4) Tunjangan s bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b besamya paling 

tinggi 75 C'/" (tujuh puluh lima per seratus) dari gaji pokok yang terdiri dari: 
a. tunjangan jabatan; dan I 
b. tunjangan-tunjangan lainnya aesuai ketentuan yang berla.kuJ., 

Bagian Kedua 
Pengbullan clan Rak-Hu Direbi 

Pual 18 
(1) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi harus memenuhi persyaratan 

urnum dan khusus serta syarat-syarat lain yang diperlukan. 
(2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : 

a. Syarat-syarat umum : 
1. Warga Negara Indonesia; 
2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; _ 
3. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1940, 

Negara dan Pemerintah Republik Indonesia; 
4. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena 
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 
(lima) tahun atau lebih. 

b. syaral-syarat khusus : 
1. sehat jasmani dan rohani serta berumur paling tinggi 52 (lima 

puluh dua) tahun pada saat pendaftaran calon direksi; 
2. diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sl 

(Strata Satu); 
3. mempunyai pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun dalam 

bidang pemerintahan/pengelolaan perusahaan yang dibuktikan 
dcngan surat keterangan (referensi) dari pimpinan/perusahaan 
se belumnya dengan penilaian baik; 

4. marnpu membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan 
strategi perusahaan dihadapan Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Bupati; 

5. Direksi yang berasal dari unsur wasta/profesional, tidak 
merangkap jabatan perusahaan daerah atau perusahaan swasta 
lainnya atau pada Jembaga/instansi baik pemerintah maupun 
swasta yang memiliki hubungan dengan pengelolaan perusahaan; 

6. tidak memiliki usaha yang mengakibatkan konflik kepentingan 
baik langsung maupun tidak langsung dcngan usaha yang dikelola 
olch perusahaan; 



Direksi diberhentikan d Paaal 22 . engan alasan . 
a. masa Jabatannya berakhir . 
b. atas .Permintaan sendiri; ' 
c. menmggal dunia· 
d. karena kcsehata'.n; sakit 

tuga . permanen sehin tid . s, gga 1 ak dapat melaksanak 
c. ti?a.K mclaksanakan tugas . an 

d1setujui; sesuai dengan program ke · 
f. terlibat dalam tindak IJa yang telah 

an Yang merugikan perusahaan;l 

Bagian Kelima 
Pemberhentian 

(3) 

(4) 

(2) 

Pasal 21 
Direksi_ memperoleh hak cut; sebagai berikut : 
a. cut~ Lahunan selama 12 (dua belas) hari kerja· 
b. cu~ besar(~uti panjang, selama 2 (dua) bul~n untuk setiap 

kali masa jabatan; 1 (satu) 
c. cu~ bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktri . 
d. cuu alasan pcnting; dar- s: 
e. cuti sakit. 
Pelaksanaan hak <'U ti se ba · . 
huruf b dan huruf c di1aks~~~a tdi~aksud pada ayat. (.1) huruf a, 
atau pejabat yang ditunjuk. se e a mendapat persetuJuan Bupati 
Pelaksanaan hak cuti seba aim . 
huruf e dilaksanakan setela1 ~a dimaksurj pada ayat (1) huruf d dan 
Direksi selama melaksanak men. apat persetujuan Dewan Pengawas 
perusahaan. an cuti mendapatkan penghasilan penuh dari 

( 1) 

Bagian Ketiga 
Cuti 

(4) 

(2) 

(3) 

Pasal 20 
Setiap akhir masa jabatan anggota Direksi dapat diberikan uang jasa 
pengabdian sebesar 5 % (lima per seratus) dari laba sebelum dipotong 
pajak. 
Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 
setelah diaudit oleh akuntan publik sebelum berakhir masa jabatannya. 
Presentase uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dibcrikan 40 % (empat puluh per seratus) untuk Direktur dan 60 % 
(cnam puluh per seratus) untuk para Kepala Bagian. 
Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum berakhirnya 
masa jal=itannya dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling 
sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bcrtugas, dibagi 
dengan masa jabatan kali 5 % [lirna per seratus) dari laba sebelum 
dipotong pajak setelah diaudit dan tahun sebelum tugasnya berakhir. 

(1) 

(6) 

Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibcrikan 
setiap tahun dari perolehan laba tahun sebelumnya. 
Besarnya Tunjangan dan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud J:>ada 
ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhat1kan 
pendapal Dewan Pengawas dan kemampuan kcuangan perusahaan. 

(5) 
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Pasal 24 
(1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf 

a, huruf b, huruf c dan huruf d, diberhentikan dengan hormat; 
(2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 22 huruf 

e, huruf f dan huruf g, diberhentikan tidak dengan hormat. 
(3) Direksi yang diberhcntikan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 22 huruf 

c. se~ain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang 
d1tenma. pada bulan terakhir, juga diberikan uang penghargaan/jasa 
pengabd1anLyang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa 
jabatannya, 

(7) 

(6) 

(4) 

(5) 

( ) 

PaAl ~3 
Apabilu Dircks 1 didugn rnelakukan alah atu perbuatan ebagairnana 
dirnaksud dalarn Pasal 22 huruf d , huruf c dan huruf f, Dewan Pengawa 
s ·g ra m ilakukan p m iriksaan t rhadap yang hcrsan~kuta.n. . 
Apabila b rdasarkan hasil pemcriksaan tcrhadap Direksi sebagairnana 
dimaksud ps da ayat ( t) rerbukti, Dewan P mgawas segera melaporkan 
k pada Bupati. 
Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja sctelah menerirna laporari 
hasil pcmeriksaan Dewan Pengawas, sudah mengeluarkan:. . . . 
a. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Direksi bagi 

· Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 22 huruf d dan huruf e; 

b. Kepulusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai ~ireksi 
yaitu bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal 22 huruf f. 

Selama menjalani rnasa pemberhentian sernentara, Direksi scbagaimana 
dirnaksud pada ayat (3) huruf b dihentikan hak-hak keuangannya. 
Paling lama 12 (dua belas) hari setelah menerima Keputusan 
Pemberhentian Sementara, Direksi yang bersangkutan dapat mengajukan 
pembelaan diri kepada Bupati. 
Apabila pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterirna, 
maka paling lama 12 (dua belas) hari Bupati mencabut Keputusan 
Pemberhentian Sernentara dan Direksi yang bersangkutan diaktifkan 
dengan mendapat kembali hak-hak keuangannya terhitung sejak 
Kepulusan Pemberhentian Sementara ditetapkan. 
Apabila pernbelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditolak, 
maka paling lama 12 (dua belas) hari Bupati mengeluarkan keputusan 
pemberhc.ttian definitif. 
Apabila dalam 12 (dua belas) hari setelah pernbelaan diri diajukan, Bupati 
belum mengeluarkan Keputusan atas pembelaan diri sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5), pembelaan diri dimaksud dianggap diterima, 
maka Direksi yang bersangkutan dipekerjakan kembali dan hak-hak 
keuangannya dibayarkan. 
Bupati paling lama 12 (dua belas) hari setelah menerima putusan 
Pengadilan yang telah berkuatan hukum tetap mengeluarkan Keputusan 
tentang pemberhentian oagi Direksi yang melakukan perbuatan 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 22 huruf g. 

(2) 

dihukurn pidana berdasarkan putusan Pcngadilan ang tclah mcmpun w 
k ikuatan hukum t tup 

(9) 

(8) 

( 1) 

g. 



JI • 

ahulu, 

at (4) tercbn dari unsur 
) 

or, ng 
orin 

{tiga) or ng, 
nggota d n 

Pua) 29 

p peng lolnan 
n K r~, dan Anggnrun 

(l) 

n. 
Dir k i uduk mampu 

cl p t rn nu nnti Dircksi 

Pual 27 

(2) 

Pual 26 
Tuga (Pit) apabila Direkai diberh ntik n 

j b t nm l rrnkhir: 
n 1 Tu as di ngkut d ri . alah satu Dir iksi dan 

n K nutu, n Bup ti untuk m n jabatan paling lama 3 

( l ) 

Pasal 25 
J • lin I m 3 (ll a) bulr n seb lurn ma iab t, n Direksi crakhir, Dewan 
P n 

1 
wr s uct. h m n ,, juk, n Jc n D1r k i br ru k .pnda Bupari. 

{ ) 

Dir k i. ang diberhcntikan , cbagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf 
d. t l. un dib nkan uang pesangon s be ar 5 (hma) kah pengh silan ang 
d1t ·r mi P da bulan tcrakhir. juga diberikan u ng penghargaan/jasa 

n < l Ii n vr ng b arnva dit rapkan ecara pr oporsioual · suai m j 1 t rm a. 
Dir ,k i · ng rh nti kar na habis masa jabatann · dan tidak di ngkat 
k mbal! dibcrikan uang penghargaan/jasa p ngabdian s suai dcngan 
k rn, rnpuan k uangan p rusahaan. 
An tot Dir ·ks1 yang dib rhentikan sebclum ma a jabatanm a ber khir 
cf P• t <l1gantikan olch calon Direksi rang m en mpati ranking b rikutnv 
l rd rkan hasil s I k 1 dan fit and proper test ebclurnnj 1. sampai 

J• batan anggota Dir k i yang dib rh ntikan ber khir, 

(' ) 

f 



c. 

L 
b 
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Bagian Keempat 
Pemberhentian 

Pasal 38 
(I) Selain honorarium, kepada D wan Pengawas setiap tahun dapat dibcrikan iasa produksi. 
(2) B sarnya jasa produksi scuagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dit tapkan 

olch Bupati dengan mernp rhatikan kcmampuan keuangan Pcrusahaan Dae rah. 

Pasal 37 
(J) Ketua D wan Pengawas m n rima honorarium paling tinggi seb ar 40 % 

(ernpat puluh per eratus) dari penghasilan Direktur. 
(2) S kretari Dewan Pengawas menerima honorarium paling tinggi sebesar 

35 % (tiga puluh lirna p r seratu ) dari penghasilan Direkrur. 
(3) Anggola Dewan Pengawa menerima honorarium paling tinggi s be ar 30 

% {tiga puluh per seratus) dari penghasiJan Direktur. 

Pasal 36 
Dewan Pengawa karena tugas11yr1 m ncrirna honorarium. 

Bagian Ketiga 
Penghasilan 

Paul35 
Dalam melaksanakan tugas, Dewan Pengawas dapat dibantu olch 
Sekretariar Dewan Pengawas, yang terdiri dari 2 (dua) orang. P , W'lS 
Staf Sekrctariat D wan Pengawas diangkat olch Ketua Dewan cnga c 
atas persctujuan Bupati. 

(1) 

(2) 

(5) 

(3) 

(2) Rapat scbagaimana dimakaud pade ava: {I) m rnblcarakan hal hal ankg 
h r • d ng n tug poko • bcrhubun~an dengan Perusahaan Daera s u,11 

dan kewcnangan Dewan Pengawas. . . mi awarah untuk 
Kcputusan rapat D wan P ngawas diarnhil atas dasar m · Y 

mufokut. . ,11 i mufak t m k 
(4) Dalarn ha! musyawaraj, D wan p ng~was lt<lu.~ m .P an ota D wan 

keputusan dis rahkan kcpada Bupati dan ma 17.g m~"lmg_ ba:an laporan 
Pengawas menyampaikan pendapat secara t rtu is se agai 
yang tidak t rpisahk n. 
Untuk s tiap rapat dibuat risalah rapat 

Pual 39 
(1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena masa jabatannya berakhir dan/ a tau karena meninggaJ dunia. (2) A D 

nggota ewan Pengawas dapat diberhentikan dari jabatannya dcngan alasan: 

a· 1ata s permi:n t'.'1an sendiri / gangguan keseha tan/ saki t permanen; 
b. ~elakukan tindakan yang merugikan perusahaan; 
c. tidak tnampu melaksanakan tugasnya sebaga; Dewan Pengawas 

karena tuntutan tugas pada jabatan lain yang lebih diutamakan· dan/atau ' 
d. dkihkuukum pidana berdaFkan putusan Pengadilan yang mempunyai e atan hukum tetap1J 
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An ta D Paaa142 ggo ewan Pengawas yang d"be h . 
berakhir dapat digantikan oleh ~ r ~tikan sebelum masa jabatannya 
ranking berikutnya berdasarkan c h~~il ~a~ . Pengawas yang menempati 
s~belumnya sampai I masa jabatan se e sr dan fit and proper test 
d1berhentikan berakhir \ anggota Dewan Pengawas yang 

(2) 

PaaaI 41 
:::iggot°p De7an Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud 
hor~t. asa 

39 
ayat ( 1) dan ayat (2) huruf a diberhentikan dengan 

Anggota Dewan Pengawas dib h . 
dalam Pasal 39 t 2 h yang 1 er entikan sebagaimana dimaksud 
dengan h0rmat. aya trruf b, huruf c dan htrruf d diberhentikan tidak 

(1) 

(4) 

(3) 

(2) 

Pual40 
Apabila Dewan Pcngawas diduga rnelakukan alah at u p b 
s bagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, hur if 
huruf d, Bupati s g re mclakukan perm riksaan tcrl fi 1a 
bersangkutan. 
Apabila bcrdasarkan hastl pcm riksaan Bupati, D wan P ngawa 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tcrbukt i rnclakukan ~rhuatan yan~ 
dituduhkan, Bupali paling lama 12 (dua helas] hari k rja gcr~ 
mcngeluarkan • k putusan tcntang pernberhcntian semcntara ff ba ai 
D wan Pengawas. 

:t t (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pac a aya 
diberitahukan secara tertulis kepada anggota Dewan Pcngawas yan~ 
bersangkutan, Direksi dan anggota Dewan Pengawas l~mnya disertai 

b bk b h ntis n s ernentara dengan alasan-alasan yang menye a an pem er e ia 
terse but. . . 
Selama masa pemberhentian sementara Dewan Pengawas dan Direksi 
melakukan hal-hal sebagai berikut: . 
a. paling lambat 1 (satu) bulan sejak keputusan pemberhentian 

sementara dikeluarkan, menggelar Sidang Khusus tentang 
pengkajian dan pembuktian dugaan yang menyebabkan 
dilakukannya pemberhentian sementara kepada Dewan Pengawas 
yang bersangkutan; 

b. anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan 
untuk menyampaikan pembelaan diri atas dugaan yang 
menyebabkan pemberhentian sementara kepadanya; 

c. setelah rnendengarkan pembelaan diri, mempelajari bukti-bukti yang 
akurat dan rneyalrjnkan serta diikuti oleh fakta-fakta lapangan, 
Sidang Khusus mernbuat kesimpulan apakah anggota Dewan 
Pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan 
atau pernberhentian sementaranya dibatalkan/ dicabut kembafr 

d. · k~simpu~an Sidang Khusus Dewan Pengawas dan Direksi 
d1samprukan kepada Bupati; 

e. p~ing lambat 12 [dua belas) hari kerja sejak diterimanya kesimpulan 
Sidang Khusus, Bupati mengeluarkan keputusan sehubungan 
dengan status pemberhentian sementara kepada anggota Dewan 
Pengawas yang telah diberhentik:an sementara tersebut· 

f. dalam hal Bupati tidak mengeluarkan keputusan s~pai dengan 
batas wakt~ yang dimaksud pada huruf e maka kesimpulan Sidang 
Khusus d1anggap sebagai Keputusan Bupati dan berlaku sepenuhnya. 

( 1) 
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Pasal 48 
( l) Tahun buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwin 
(2) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku, Direksi 

menyampaikan Laporan Keuangan kepada Bupati melalui Ketua Dewan 
Pengawas untuk mendapatkan penges&han, yang terdiri dari Neraca dan 
Perhitungan Laba/Rugi tahunan setelah diaudit oleh Akuntan Publik. 

(3) Neraca dan Perhitungan Laba/ Rugi Tahunan yang tel ah mendapat 
pengesahan dari Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Pengawas. 

(4) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku, Direksi 
telah mengajukan Rancangan Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah. 

(5) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Dewan Pengawas 
belum . n:ienges~kan Rencana Kerja ~ Anggaran Perusahaan Daerah yang d1cyukan d1anggap telah disahkan\ 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

Pasal 47 
Direksi mengajukan Rencana Kerja 5 (Lima) tahunan yang tcrrnasuk 
didalamnya memuat rcncana bisnis (business plan) Perusahaan Daerah 
kepada Dewan Pengawas untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya 
pengesahan dari Bupati, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berlakunya 
Rencana Kerja dimaksud. 
Direksi wajib membuat dan mengajukan rancangan anggaran Perusahaan 
Daerah untuk setiap tahun anggaran, paling lambat 3 (tiga) bulan 
sebelum tahun anggaran yang bersangkutan mulai berlaku untuk 
mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan pengesahan oleh Bupati. 
Bupati memberikan keputusan mengenai pengesahan atau penolakan 
pengesahan anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan Direksi paling 
lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum tahun anggaran 
yang bersangkutan mulai berlaku. 
Dalarn hal terjadi keberatan atau penolakan pengesahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), Direksi wajib menyempurnakan rancangan 
anggaran Perusahaan Daerah dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) 
hari kalender sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berjalan. 
Dalarn hal Bupati tidak menyatakan keberatan atau penolakan 
pengesahan S<i!npai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka 
rencana anggaran Perusahaan Daerah tersebut dianggap sah dan berlaku sepenuhnya. 

( 1) 

BAB XIII 
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 

(3) 

(2) 

Pua! 46 
Kemungkinan perpanjangan rnasa kcrja sarna scbaga1mana dimaksud 
dalam Pasal 45 avat (4) dapat dileksanakan oleh Direk i dcngan 
mengajukan permohonan per ctujuan prinsip kepada Bupati paling 
lam bat 6 (enam) bulan s bclum bcrakhirnya jangka waktu k rja sarna 
Dirc:ksi P rusahaan Da rah melaporkan pertanggungjawaban atas 
pelaksanaan usaha kcrja sarna tersebut kepada Bupati dengan 
mclampirkan hasil p nelitian dan evaluasi untuk mcndapat.kan 
persctujuan p rpanjangan. . 
Ket ntuan lebih lanjut m ngcnai hubungan kcrja sarna dcngan pihak 
k tiga diatur dengan Pcraturan Bupati b .rdasarkan ketcntuan pcraturan 
perund ng-undangan. 

(1) 
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Pua152 
(1) Direksi menyampaikan laporan tahunan yang terdiri dari laporan neraca, 

laporan perhitungan rugi/laba dan laporan arus kas untuk sctiap tahun 
buku kepada Dewan Pengawas dan Bupati paling lambat akhir bulan Maret tahun berikutnya; 

(2) Direksi harus menyebutkan cara penilaian dalam laporan keuangan 
tahunan _sebagairnana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan Standar 
Akuntans1 Keuangan yang berlaku dan laporan audit dari Kantor 
Aku~tan Negara/Publik; 

(3) La.poran ~e':1angan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan 
cara pen~an pa_da ayat (2), setelah mendapat persetujuan Dfwan 
Pengawas d1sampaikan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan;N 

(5) 

(6) 

(4) 

(2) 

{3) 

Paul 51 
Direksi wajib mcnyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan 
Perusahaan Daerah yang meliputi realisasi pelaksanaan rencana 
kcrja/ program kcrja, laporan keuangan dan laporan kegiatan-kegiatan 
lain yang dilaksanakan oleh Perusahaan Dacrah secara berkala kepada 
Dewan Pengawas. 
Laporan secara berkala sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) meliputi 
laporan triwulan, laooran scmesteran dan laporan tahunan. 
Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
pclaksanaan tugas-tugasnya kcpada Bupati setiap scmesteran dan 
laporan tahunan sctelah terlebih dahulu mcnerima laporan dari Direksi. 
Pada akhir masa jabatannya, Direksi wajib mcnyampaikan laporan 
pcrtanggungjawaban akhir masa jabatan kcpada Dewan Pcngawas dan 
Bupati. 
Pada akhir masa jabatannya, Dewan Pengawas wajib menyampaikan 
laporan pcrtanggungjawaban akhir masa jabatan kcpada Bupati. 
Sistem dan tata cara pelaporan selanjutnya diatur dengan peraturan 
Perusahaan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

( 1) 

BAB XV 
LAPORAN - LAPORAN 

Paw 50 
Penerimaan Perusahaan Daerah terdiri dari : 
a. deviden atau bagian yang diterima karena penyertaan modal dalam 

perusahaan lain; dan . . . 
b. keuntungan perusahaan dari berbagai transaksi dengan pihak lam. 

BAB XIV 
PENERIMAAN 

(2) 

Pual49 
Rencana Kcrja dan Anggaran Perusahaan Daerah dapat m ngalami 
perubahan dalam tahun berjalan dengan alasan yang rasional. dan 
didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi, efektifitas dun prodtrktifitaa 
perusahaan. 
Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Pcrusahaan Daerah berlaku 
setelah mendapat pcrsetujuan Dewan Pengawas dan disahkan olch 
Bupati. 

(1) 

• 
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BABXVI11 
PERUBAffAnSTATUSPERUBAffAAN 

( 1) p h PaaaJ 55 
erusa an DaeraJ, Sandeiwooct Yang telah didiri""'i dapat dilakukan 

perubahan Yang d,tetapkan dengan Peraturan Daerah; I, 

Pasa154 
(I) Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap bukan 

bendaharawan berlaku juga terhadap Direksi, Dewan Pengawas dan 
pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas menerima, menyimpan, 
membayar, dan menyerahkan uang, surat-surat berharga dan barang 
ban.:ng, karena tindakan melawan lrukum atau karena melalaikan tugas 
dan wewenangnya yang telah dibebankan kepadanya, langsung atau 
tidak langsung telah menimbulkan kerugian pada Perusahaan Daerah, 
diwajibkan mengganti kerugian clan mempertanggungjawabkannya secara hukum; 

(2) Bendaharawan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (I) yang tidak 
dapat mengganti rugi dan mempertanggungjawabkan kepada Direksi, 
demikian juga Direksi yang tidak dapat mengganti rugi clan 
mempertanggungjawabkan kepada Bupati atas pelanggaran hukum di 
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Direksi, Dewan Pengawas clari pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) Yang. tidak dapaj memberikan pertanggungjawaban kepada Bupati 
mengcna, pelangga,an hukum dan Inelalaikan tugas dan wewenangnya d•tuntut sesuai ketcntuan peraturan perundang-undangan. 

BAB XVII 
TUNTUTAN GANTI RUGI 

(2) 

(3) 

Pasal 53 . · 
b ih (laba) setelah dikurangi Bilamana lerdapal sisa pendapatan ersi t en rangan lain 

terlebih dahulu biaya Perusahaan Daerah, penyusu an; p gu perundang- 
yang dapat dibenarkan menurut d ket~:::t•i:ierJ~r"ct~::pkan dengan undnngan, maka penggunaan pen apa 
perincian sebagai berikut: )· 
a. untuk Pernerintah Daerah, 50 % (lirna puluh per serat~s' 
b. untuk Cadangan Umum, 15 % (lima belas per sera~s), 
c. untuk Jasa Produksi, 15 % (lima belas per serat~s), ( luh 
ct. untuk Dana Pensiun dan Penclidikan Pegawai, 10 % sepu per 

seratus); dan 
e. untuk Dana Sosial, 10 % (sepuluh per serarus]. . d t 
Bagia11 Iaba untuk Pemerintah Daerah s~bagain:iana dimaksud pa a aya 
(1) huruf a, disetor ke Kas Daerah sebagai Penenmaan Daerah. 
Bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf 
d dan huruf e, dikelola oleh Perusahaan Daerah. 

( 1) 

BAB XVI 
PENETAPAN DAN PEN'GGUNAAN LABA 

menyatakan keberatan atau penolakan 
~ (tigal bulan sctelah laporan keuangan 

tahunan tersebut dianggap telah 

Dalam hal Bupau tidak 
pengesahan paling lambat 
diterima, maka laporan keuangan 
mendapat pengcsahan. 

(4) 
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(2) 

(3) 

Pasal 57 
Besarnya ~asa. produ~si untuk Direksi, Dewan Pengawas, pegawai dan 
tenaga kerja lamnya ditetapkan oleh Direksi paling tinggi 15 % (lima belas 
per seratus) dari laba bersih tahun bersangkutan setelah diaudit. 
Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus 
mendapat izin dari Bupati. 
I?an~ repr;senta_tif bersumb~r dari anggaran Perusahaan Daerah paling 
tt1:1gg1 _75 Yo (tujuh puluh Irma per seratus), dari jumlah penghasilan 
Direksi dalam 1 (satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir dan 
penggunaannya diatur oleh Direksi sec,a efisien dan efektif dalam 
ran~ka pengembangan Perusahaan Daerah.~ 

(1) 

BAB XX 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

(8) 

(7) 

(5) 

(6) 

(3) 

(4) 

PasaJ 56 
Pcrnbubaran (likuidasi) Pcrusahaan Da rah ditctapkan dcngan Peraturan 
Daerah: 
Pcrnbubaran dilaksanakan apabila Perusahaan Daerah men~alami 
pailit/kchangkrulan dan tidak dapal melaksanakan kegiatan operasional; 
Bupati mcnunjuk panilia pembubaran/likuidator sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (l); . 
Pertanggungjawaban likuidasi oleh Iikuidalor disampaikan kepa~a Bupau 
yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang 
telah diselesaikan; 
Jika Perusahaan Daerah dibubarkan semua utang dan kewajiban utang 
lainnya dibayarkan terlebih dahulu; . 
Dalam hal likuidasi, Pemeri.ntah Daerah bertanggung jawab atas kerugian 
yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh 
karena neraca dan perhitungan rugi/laba yang disahkan oleh Akuntan 
Negara/Publik tidak menggambarkan keadaan Perusahaan Daerah yang 
sebenarnya, dapat dibayar dari harta kekayaan Perusahaan Daerah yang 
masih ada. • 
Jika' terdapat kelebihan kekayaan perusahaan setelah semua utang dan 
kewajiban lainnya dibayarkan, maka semua kekayaan perusahaan 
setelah diadakan likuidasi menjadi milik/ kekayaan Pemerintah Daerah; 
Tata cara pembubaran dan likuidasi perusahaan berpedoman kepada 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

()) 

(2) 

BAB XIX PEMBUBARAN 

(2) Perubahan sebagaimans drmaksur' pada ayat (1) dapat berupa perubahan 
nama perusahaan, pcnggabungan dengan badan usaha Jain, peleburan 
maupun pcngambilalihan usaha lain. 
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NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TlMUR 
Pr~()VJNSJ NUSA TENGGARA TIMTJR 10 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TA HUN 2017 NOMOR .SJ 

SEKRETARI ' 1>AERAI I 
KABUPATE SUMBA TIMUR,~ 

Diundangkan di Waingapu 
pada tariggal . .21 oetav111£"!2 Jon 

Ditctapkan di Waingapu 
pada umggal. ~' M\SEl'L '9ol'}- 

~BUJJATI SUMBA TIMUR.~ 

Ag11r H t inp orang rm ngeiuh rinya. memerintahkun pengundangan Peraturan 
I nc rnh ini d ngan p ncrnputannya dalarn Lemharan Dae rah Kabupaten 
. urnl ·1 1 imur,l 

Pal 88 
Pcrnrurnn I >11<'1 nh in, mulni h< 1 lnku padri t,mggnl d111r1 langkan 

NUTUP 
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Pasal l 
Angka 1 

Cukupjelas 
Angka 2 

Cukup jelas 
Angka 3 

Cukupjelas 
Angka 4 

Cukupjelas 
Angka 5 L 

Cukupjelas 

fl. PENJELASAN PASAL DEMT PASAL 

I. PENJELASAN UMUM 
Dalarn rangka pelaksanaan otonomi daerah yang menyebabkan 

semakin meningkatnya pembiayaan Pernerintah Daerah, mcngharuskan 
Pemerintah Daerah untuk senantiasa berupaya meningkatkan sumber 
sumber pembiayaan terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) seiring 
bertambahnya Urusan Pemerintahan Daerah. 

Maka untuk rnenuju ke arah otonorni yang nyata, dinamis dan 
bertanggung jawab sesuai ketentuan dalarn Pasal 331 Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679), Pernerintah Daerah dapat memiliki Sadan Usaha Milik 
Daerah (BUMD) yaitu Perusahaan Daerah yang dibentuk dan ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya dalam rangka 
rneningkatkan penerimaan daerah yang bertujuan untuk mendukung 
pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah Kabupaten 
Sumba Timur. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan 
mendirikan Perusahaan Daerah Sandelwood, yang dapat menampilkan 
kinerjanya sebagai sebuah lembaga yang berorientasi bisnis 
berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang andaJ sehat 
dinamis, profesional, tangguh dan tanggap terhadap kebutuhan d~ 
aspirasi masyarakat. 

PENOIRIAN PERUSAHAAN DAERAH SANDELWOOD 

TENT ANG 

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR 
NO MOR IOTAHUN 2017 
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Pasal2 
Cukupjelas 

Pasal3 
Cukup jelas 

Pasal4 
Cukup jelas 

Pasal 5 
Ayat ( 1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah pihak lain yang 
ditunjuk secara hulrum sah untuk melakukan kegiatan yang 
disepakati. 

Ayat (3) 
Cukupjelas 

Pasal6 
Cukupjelas 

Pasal 7 
Cukup jelas 

Pasal8 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan Modal Dasar adalah ( authorized capitaij 
yaitu jumlah modal yang disebutkan dalam anggaran dasar 
perusahaan yang sudah mendapat pengesahan dari instansi yang 
berwenang. 
Yang dimaksud dengan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah 
kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) untuk dijadikan penyertaan modal 
pemerintah daerah pada perusahaan daerah. 

Ayat (2) 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan Cadangan Umum adalah cadangan 
yang dapat berupa uang atau barang yang dibentuk dari 
laba yang disediakan untuk menamfung hal-hal dan 
kejadian yang tidak dapat diprediksi." 

Angka 6 
Yang dimaksud dengan Direksi adalah organ p rusahaan yang 
bertanggung jawab atas p ngurusan dan pcngclolaan 
peru ahaan untuk kep ntingan dan f ujuan perusahaan daerah, 
serta m wakili perusahaan baik di dalam maupun di luar 
p ngadilan. 

Angka 7 
Yang dimaksud dengan Dewan Pengawas adalah organ 
p ru ahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan 
m mberikan nasehat/pertimbangan kcpada Direksi dalam 
m njalankan kegiatan pengurusan dan pcngelolaan perusahaan 
daerah. 

Angka 8 
Cukup jelas 

Angka q 
Cukup jelas 

Angka 10 
Cukupjelas 

' 
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v t (,l) 
llkttp I In 

, l { I) 
'ukup J Ju 
( ) 
ukup jclas 

J\\c l (b) 
ukup jelas 

Ayat (7) 
Cukup j la 

Avat (8) 
Cukup jcla 

Ayat l J) 
Yang dimaksud den an Alat Likuid adalah liquid as 
tunai dan aset lam yang dapat cg ra diu n an 
operasional usnha tetap b rjalan, terrnasuk p r dJu n r,n,ca-,.'t"I 
barang dagangan, biaya dibayar di rnuka dan a 
diuangkan dalam waktu 1 (satu) tahun. 

Pasal 9 
CukupJelas 

Pasal l O 
Cukupjelas 

Pasal 11 
Cukupjelas 

P2sa1 12 
Cukup jelas 

Pasal 13 
Cukup jelas 

Pasal 14 
Cukupjelas 

Pasal 15 
Cukupjelas 

Pasal 16 
Cukup jelas 

Pasal 17 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan Tim ludcj ndcn d I., h tim an 
kcanggotaannya maupun keputusanny l tid rk did • rk n leh 
lntervensi pihuk lain. 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Ayat (4) 
Cukup jelas 

Ayat (5) 
Cukup jelas 

Ayut (6) 
Cukup jelas 

Ayat (7) 
Cukup jelusl 

!d l 

I la 
fiurur b 

uku1 
Hui ur t 

uku] 



Ayat (8) 
Cukup jelas 

Ayat (9) 
ukup jelas 

Pa al 18 
Cukupjclas 

Pasal 19 
Cukupjelas 

Pasal 20 
Cukupjelas 

P£..>3a1 21 
Cukupjelas 

Pasal22 
Cukupjelas 

Pasal 23 
Cukupjelas 

Pasal24 
Cukupjelas 

Pasal25 
Cukupjelas 

Pasal 26 
Cukupjelas 

Pasal27 
Cukup jelas 

Pasal 28 
Cukup jelas 

Pasal 29 
Cukup jelas 

Pasal 30 
Cukupjelas 

Pasal 31 
Cukupjelas 

Pasal32 
Cukup jelas 

Pasal 33 
Cukupjelas 

Pasal 34 
Cukupjelas 

Pasal 35 
Cukupjelas 

Pasal 36 • 
Cukupjelas 

Pasal 37 
Cukupjelas 

Pasal 38 
Cukupjelas 

Pasal 39 
Cukupjelas 

Pasal 40 
Cukupjelas 

Pasal 41 l 
Cukupjelas 
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I 
A\ t(JJ 

ukup J la 
A at (2) 

Yang dimak ud dengan Akuntan eg 
yang m rniliki 1zin u dart 
melakukan k I tan pemberr n J 

A It (3) 
Cukup j las 

Avat (4) 
Cukup j las 

Pasal S'.1 
CukupJd s 

Pa I 5 
Cukupjela 

Pasal 55 
Cukupjela. 

Pasal 5 
A at j I] 

Yang dimaksud dengan likuidasi adalah pr se m 
perusahaan sebagai badan hukum yan m liputi 
kewajiban kepada para kreditur dan pcm 
perusahaan -ang tersrsa kepada para perne n 

Avat (2) 
Cukup jelas 

A at (3J 
Cukupjelas 

Ayat (41 
Cukup jelas 

Ayat (5) 
Cukup j las 

Ayat (6) l 
Cukup jela 

la 

l 

p 
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A at (7) 
Cukup jelas 

Ayat (8} 
Cukupjelas 

Pa al 57 
c, ikup jelas 

Pasal58 I 
Cukup jelas ~ 

TAMBAHA LEMBARA DAERAH KABUPATE UMB TIMUR OMOR 11 


